SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 273 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN

Menimbang :

Mengingat

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL,
bahwa dengan adanya penambahan kegiatan pemberian hibah
dari Perangkat Daerah kepada Partai Politik, perlu
menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas
Keputusan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2020 tentang
Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Naskah Perjanjian
Hibah Daerah Tahun Anggaran 2020;

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99
Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1560);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul
Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul

Nomor 118);



Menetapkan

KESATU

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bantul Tahun 2019 Nomor 16);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Serta
Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah (Berita Daerah
Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 66);

Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bantul
Tahun 2019 Nomor 130) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan 51 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Bupati Bantul
Nomor 130 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
(Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PENANDATANGANAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Mengubah Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun
2020 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan
Naskah Perjanjian Hibah Daerah Tahun Anggaran 2020
pada lampirannya, sehingga Kepala Perangkat Daerah atau
Pejabat yang menerima delegasi wewenang untuk
menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah
sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.



KEDUA

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada

ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 15 Mei 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1.

a kL

tanggal

Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
Ketua DPRD Kabupaten Bantul,

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul,

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;

Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

SUPARMMAN, SIP. M.Hum
NIP. 196802081992031007



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 273 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
BANTUL NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG PENANDATANGANAN
NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR KEPALA PERANGKAT DAERAH DAN PEJABAT YANG MENDAPAT
DELEGASI WEWENANG PENANDATANGANAN NPHD

No Pejabat Yang Mendapat Jenis Hibah Kepada
Delegasi
1 2 3
1. | Kepala Dinas Kesehatan Palang Merah Indonesia (PMI)
2. | Kepala Dinas Pendidikan, 1. Komite Olahraga Nasional Indonesia

Pemuda dan Olahraga

(KONI);

2. Cabang Olahraga (CABOR) dan
Persatuan Wanita Olahraga Seluruh
Indonesia (PERWOSI);

3. Penghargaan Pekan Olahraga Daerah
(PORDA);

4. Komite Nasional Pemuda Indonesia

(KNPI);

Pemuda Muhammadiyah;

Pramuka;

National Paralympic Committee (NPC);

® N o o

Hibah Biaya Operasional
Penyelenggaaraan Pendidikan Anak
Usia Dini (BOP PAUD);

9. Hibah SD Swasta, MI Swasta, dan MI

Negeri;
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10.Hibah SMP Swasta, MTs Swasta, dan
MTs Negeri; dan
11.Bantuan Operasional Penyelengaraan

Pendidikan.

Kepala Dinas Pekerjaan
Umum, Perumahan dan

Kawasan Permukiman

Sekretariat Bersama Kartamantul

Kepala Badan Kesatuan

Bangsa dan Politik

1. PEPABRI

2. Partai Politik Kekurangan Tahun
2019; dan

3. Partai Politik Tahun 2020.

Kepala Dinas Komunikasi

dan Informatika

Organisasi Amatir Radio Indonesia

(ORARYI)

Kepala Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
Berencana, Pemberdayaan

Masyarakat dan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

Kabupaten Bantul

Kepala Bagian Administrasi

Kesejahteraan Rakyat Setda.

Kabupaten Bantul

1. PD Muhammadiyah;
2. PC Muhammadiyah Pleret; dan
3. Pondok Pesantren Abdul ‘alim.

BUPATI BANTUL,
ttd

SUHARSONO




